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ABSTRAK

Banyak kendala yang muncul dalam sektor transportasi jalan dan pengangkutan barang. Salah satu
permasalahan seringkali muncul dalam bentuk pelanggaran aturan pada kendaraan yang melebihi batas muatan,
yang sering disebut sebagai ODOL (over dimension over load). Dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 307 menegaskan bahwa setiap individu
yang mengendarai kendaraan bermotor untuk angkutan umum barang dan tidak mematuhi ketentuan pemuatan,
daya angkut, dan dimensi kendaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (1), dapat dikenai pidana
kurungan maksimal 2 (dua) bulan atau denda hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Fokus dari
penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran Kepolisian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas
khususnya pada kendaraan bermuatan berlebih di Polresta Kota Banjarmasin. Dua pertanyaan penelitian utama
yang dijawab adalah tentang peran Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas serta kendala dan
solusi yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas pada
kendaraan bermuatan berlebih di wilayah hukum Polresta Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan
adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mendalam terhadap realitas yang terjadi di masyarakat
guna mengumpulkan data yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran penegak hukum
melibatkan upaya menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas serta memberlakukan hukum
bagi kendaraan bermuatan berlebih sesuai dengan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tantangan
yang dihadapi oleh Kepolisian mencakup faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung,
partisipasi masyarakat, serta aspek budaya. Solusi yang diusulkan oleh Kepolisian untuk menangani pelanggaran
lalu lintas pada kendaraan bermuatan berlebih melibatkan langkah-langkah yang melibatkan berbagai pihak
terkait.
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ABSTRACT

Many obstacles arise in the road transportation and goods transportation sector. One problem often arises
in the form of violations of regulations on vehicles that exceed the load limit, which is often referred to as
ODOL (over dimension over load). With the enactment of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic
and Transportation, Article 307 confirms that every individual who drives a motorized vehicle for public
transportation of goods does not comply with the provisions on loading, carrying capacity and vehicle
dimensions as regulated in Article 169 paragraph (1 ), may be subject to imprisonment for a maximum of 2
(two) months or a fine of up to IDR 500,000.00 (five hundred thousand rupiah). The focus of this research is to
explore the role of the Police in handling traffic violations, especially in overloaded vehicles at the Banjarmasin
City Police Station. The two main research questions answered are about the role of the Police in dealing with
traffic violations as well as the obstacles and solutions faced by the Police in enforcing the law against traffic
violations in overloaded vehicles in the jurisdiction of the Banjarmasin City Police. The research method used is
an empirical juridical approach, namely in-depth research into the realities that occur in society in order to
collect relevant data. The results of this research show that the role of law enforcement involves efforts to
maintain security, order and smooth traffic as well as enforcing laws for overloaded vehicles in accordance with
Article 307 of Law Number 22 of 2009. The challenges faced by the police include legal factors, law
enforcement , supporting facilities and facilities, community participation, and cultural aspects. The solution
proposed by the Police to deal with traffic violations in overloaded vehicles involves steps involving various
related parties.
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